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KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGA]
KOTA YOGYAKARTA

NOMOR 131 TAHUN 2022
TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENAGIHAN I
PADA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN A
KOTA YOGYAKARTA

KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN !/
KOTA YOGYAKARTA,

a. bahwa menindaklanjuti Peraturan Walik
123 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pen
maka perlu menetapkan Standar C
Penagihan Pajak Daerah pada Badan Peng

Aset Daerah Kota Yogyakarta;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagai
a, maka perlu menetapkan Keputuy
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daer
Operasional Prosedur Penagihan Pajak
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah K

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950
Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingky
Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat C
Istimewa Jogjakarta; '

Peraturan Pemerintah Nomor
Pengelolaan Keuangan Daerah;

Prosedur Administrasi Pemerintahan;

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 1
Daerah sebagaimana telah diubah beberap
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pe

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 20
Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak [

12 Ts

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaar
Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunar
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\SET DAERAH

bta Yogyakarta Nomor

agihan Pajak Daerah,
)perasional Prosedur
elolaan Keuangan dan

mana dimaksud huruf
san Kepala Badan
ah tentang Standar
Daerah pada Badan
ta Yogyakarta;

tentang Pembentukan
ingan Propinsi Djawa
lan Dalam Daerah

rentang Pemerintahan

a kali terakhir dengan
tentang Hubungan

merintahan Daerah;

16 tentang Ketentuan
Daerah;

hun 2019 tentang
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1 Aparatur Nomor 35
1 Standar Operasional




Menetapkan

6.  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

7. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2011
tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah dengan
Peraturtan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2018
tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011
tentang Pajak Daerah;

8. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota
Yogyakarta sebagaimana telah diubah Peraturan Daerah Kota
Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas
Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan
dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta: '

9. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2020
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota
Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan
Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; '

10. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2021
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

11. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 83 Tahun 2021 tentang
Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta
Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan
Perdesaan dan Perkotaan sebagaimana telah diubah beberapa
kali terakhir dengan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 148
Tahun 2020 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Walikota
Yogyakarta Nomor 83 Tahun 2011 tentang Petunjuk
Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yoggyakarta Nomor 2
Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan
Perkotaan;

12. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 51 Tahun 2011 tentang
Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta
Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan| Peraturan Walikota
Yogyakarta Nomor 43 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat
Atas Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 84 Tahun 2017
tentang Petunjuk Pelaksanaan Peratuiran Daerah Kota
Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2011 tentang Bajak Daerah;

12. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 117 Tahun 2020 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;

13. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 123/ Tahun 2021 tentang
Tata Cara Penagihan Pajak Daerah;

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN
ASET DAERAH TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PENAGIHAN PAJAK DAERAH PADA BADAN PENGELOLAAN
KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA YOGYAKARTA.




KESATU + Menetapkan Standar Operasional Prosedur Penagihan Pajak Daerah
pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Yogyakarta
terdiri dari
1. Standar Operasional Prosedur Surat Teguran;

2. Standar Operasional Prosedur Surat Paks :

3. Standar Operasional Prosedur Surat Permintaan Blokir
Rekening; |

4. Standar Opeérasional Prosedur Surat Pgrintah Melaksanakan

- Penyitaan, : i

5. Standar Operasional Prosedur Permohonan Informasi Rekening
dengan Surat Kuasa Wajib Pajak; '

6. Standar Operasional Prosedur Surat Permintaan
Pemindahbukuan Harta Kekayaan Penangung Pajak Yang Telah
Diblokir;

7. Standar Operasional Prosedur Surat Pencabutan Sita; dan

8. Standar Operasional Prosedur Surat Permohonan Lelang Barang
Hasil Sitaan.

KEDUA : Keputusan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah ini

mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Tembusan:

Ditetapkan di Yogyakarta
| 5 Desember 2022

1. Kepala Bidang Pembukuan Penagihan dan Pengembangan Pendapatan Daerah;
2. Kepala Subbidang Pembukuan dan Pelaporan Pendapatan Daerah; dan
3. Kepala Subbidang Penagihan dan Keberatan Pendapatan Daerah; dan

4. Kepala Subbidang Pengembangan Pendapatan Daerah




